GUBERNUR DAERAH ISIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 246 /kep/2024

TENTANG

PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SUKAMTA, S.Pd.

Menimbang

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah Menengah

Kejuruan Negeri 2 Depok Yogyakarta Nomor: 800/2756 tanggal 23
Oktober 2023 tentang kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas
SUKAMTA dan Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas Resor
Kota Sleman Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama
SUKAMTA, Nomor: SKK/1667/111/2024 /LANTAS tanggal 22 Maret
2024,

. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Permohonan Usul
Penetapan Tewas atas nama SUKAMTA, Nomor: 800.1.6.6/8031
tanggal 19 Maret 2024;

. bahwa berdasarkan surat Hasil Verifikasi dan Validasi PNS yang

diusulkan Tewas atas nama SUKAMTA NIP 197407152006041008
dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00092/B-
MP.03.04/SD/D.IV/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Hasil
Verifikasi validasi PNS yang diusulkan tewas bahwa atas nama
SUKAMTA memenuhi kriteria Tewas,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil Atas
Nama Sukamta, S.Pd.;



Mengingat

g,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor §740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 317);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja,
Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 337);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TEWAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA SUKAMTA, S.Pd.

Menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya bagi

Pegawai Negeri Sipil:

Nama . SUKAMTA, S.Pd.

NIP : 197407152006041008

Pangkat/Golongan . Penata Tk.I /Il d

Jabatan : Guru

Unit Kerja : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2
Depok Yogyakarta

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara

anumerta.

Kepada Anisah Murtiningsih istri almarhum Sukamta, S.Pd.
diberikan santunan oleh PT TASPEN (PERSERO) selaku pengelola

program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini disampaikan kepada Anisah Murtiningsih untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal ) JuLi 2024

)




